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TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Ngampel Wetan Tahun
Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata tirtib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 2 Seri A No 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
141);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2015 Nomor 57 Seri A No 4);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015
Nomor 16 Seri E No. 15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor
17 Seri E No. 16);
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Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal
(Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor
25 Seri E No. 24);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015
Nomor 29 Seri E No. 27 ) sebagaimana telah diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kendal
Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 41 Seri E No.
38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten
Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015
Nomor 51 Seri E No. 46);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Desa di Kabupaten
Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015
Nomor 52 Seri E No. 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2015 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor
53 Seri E No. 48);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019

Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah Tahun Anggaran 2019




Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPEL WETAN

Menetapkan :

dan
KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah

10.

kL,

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Kendal.

kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.

. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala

Desa di Daerah.

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri
atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan
Pelaksana Teknis.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya
disingkat RPJM  Desa, adalah rencana kegiatan
pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.




14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 1.538.644,- dengan rincian
sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah Rp 1.418.980.245,-
perubahan
b. Realisaasi Rp 1.420.518.889,-

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 136.543.802,- dengan rincian
sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.596.417.146,-
b. Realisaasi Rp 1.459.873.344,-

Selisih lebih/(kurang) Rp. 136.543.802

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah Rp. 138.082.446,-dengan
rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (177.436.901,-)
b. Realisaasi Rp 39.354.455,-
Selisih lebih / (kurang) Rp (138.082.446)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 117.436.901,-
setelah perubahan

b. Realisaasi Rp 117.436.901,-
Selisih lebih / (kurang) Rp. (0,)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp................ dengan

rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp..................
setelah perubahan

b. Realisaasi BDiobpiih b
Selisih lebih / (kurang) Bp.odiinta
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp................ dengan rincian

sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 177.436.901,-
neto setelah perubahan
b. Realisaasi Rp. 177.436.901,-

Selisih lebih / (kurang)




Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesaTahun Anggaran 2019;

2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran 2019;

3. Lampiran III Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke
Desa Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngampel Wetan
ngeal 10 Januari 2020

Diundangkan di Ngampel Wetan
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DESA
NGAMPEL WE

MARDIYONO,S.Pd

LEMBARAN DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2020 NOMOR 01




LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2019
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 342.879.000,00 342.879.000,00 0,00
423 Alokasi Dana Desa 342.879.000,00 342.879.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATANM 342.879.000,00 342.879.000,00 0,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 323.311.937,00 320.611.044,00 2.700.893,00
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasiol 321.421.937.00 318.721.044.00 2.700.893.00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00
8.1. Belanja Pegawai 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00
511 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkal 233.430.000,00 233.430.000,00 0,00
6.1. Belanja Pegawai 233.430.000,00 233.430.000,00 0,00
5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 233.430.000,00 233.430.000,00 0,00
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 194.525.000,00 194.525.000,00 0,00
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 38.905.000,00 38.905.000,00 0,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peran; 21.060.826,00 18.891.489,00 2.169.337,00
51. Belanja Pegawai 21.060.826,00 18.891.489,00 2.169.337,00
513 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 21.060.826,00 18.891.489,00 2.169.337,00
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 984.000,00 804.000,00 180.000,00
5:1:3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 6.111.018,0C 6.021.000,00 90.018,00
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.930.720,00 1.390.720,00 540.000,00
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 12.035.088,00 10.675.769,00 1.359.319,00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P 20.461.374,00 19.931.755,00 529.619,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.461.374,00 19.931.755,00 529.619,00
521, Belanja Barang Perlengkapan 8.041.374,00 8.038.000,00 3.374,00
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.341.374,00 4.338.000,00 3.374,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
52201 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
525, Belanja Operasional Perkantoran 5.620.000,00 5.093.755,00 526.245,00
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik 1.440.000,00 1.165.755,00 274.245,00
525,08 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.680.000,00 1.440.000,00 240.000,00
52505 Belanja Jasa Langganan Internet 2.500.000,00 2.488.000,00 12.000,00
11/03/2020 10.16.25 Halaman 1




Sumberdana :

ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 500.000,00 500.000,00 0,00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00
51 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 0,00 0,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, 1.239.737,00 1.237.800,00 1.937,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.239.737,00 1.237.800,00 1.937,00
521. Belanja Barang Perlengkapan 1.239.737,00 1.237.800,00 1.937,00
5.2:1:01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 119.737,00 117.800,00 1.937.00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00
01.01.07. Penyediaan InsentiffOperasional RT/RW 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00
52203 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 5.270.000,00 5.270.000,00 0,00
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset D 0,00 0,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,00
01.04.92 Pembentukan BPD 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 17.869.000.00 17.812.700,00 56.300,00
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 0,00 0,00 0,00
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 0,00 0,00 0,00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/i 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Ad 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
03.03.086. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti 5.390.000,00 5.374.000,00 16.000,00
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LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN
? KECAMATAN NGAMPEL s}
KABUPATEN KENDAL
5 TAHUN ANGGARAN 2019
Ref. ANGGARAN REALISASI  LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 188.925.000,00 188.925.000,00 0,00
Pendapatan Transfer 1.230.055.245,00 1.230.068.245,00 13.000,00
Dana Desa 773.467.000,00 773.467.000,00 0,00].
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 58.709.245,00 58.722.245,00 13.000,00
Alokasi Dana Desa 342.879.000,00 342.879.000,00 0,00
Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 0,00 1.525.644 .00 1.525.644,00
JUMLAH PENDAPATAR 1.418.980.245,00  1.420.518.889,00 1.538.644,00
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 548.422.246,00 544.491.144,00 3.931.102,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 888.224.900,00 758.376.000,00 129.848.900,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 34.961.000,00 34.904.700,00 56.300,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 124.311.100,00 121.603.600,00 2.707.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 497.900,00 497.900,00 0,00
MENDESAK DESA
JUMLAH BELANJA 1.596.417.146,00  1.459.873.344,00 136.543.802,00
SURPLUS / (DEFISIT) {177.436.901,00) (39.354.455,00)  (138.082.446,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 177.436.901,00 177.436.901,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 177.436.901,00 177.436.901,00 0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAMN 0,00 138.082.446,00 (138.082.446,00)




Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5
5.2.3.9%. Belanja Bantuan Transportasi 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00
04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 104.448.100,00 102.873.100,00 1.575.000,00
04.06.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan A 8.945.500,00 7.370.500,00 1.575.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.945.500,00 7.370.500,00 1.575.000,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 7.945.500,00 6.620.500,00 1.325.000,00
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 115.500,00 70.500,00 45.000,00
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.680.000,00 6.400.000,00 1.280.000,00
522 Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00
04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanz 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00
52106 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00
5.2.2 s Belanja Jasa Honorarium 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan 500.000,00 500.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
5.2.3.01. Belanja Bantuan Transportasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
04.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Mc 91.942.600,00 91.942.600,00 0,00
5.3, Belanja Modal 91.942.600,00 91.942.600,00 0,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 91.942.600,00 91.942.600,00 0,00
5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 91.942.600,00 91.942.600,00 0,00

JUMLAH BELANJA 949.536.000,00 817.789.600,00 131.746.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (176.069.000,00) (44.322.600,00) | (131.746.400,00)
6. PEMBIAYAAN
8.1. Penerimaan Pembiayaan 176.069.000,00 176.069.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 176.069.000,00 176.069.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 176.069.000,00 176.069.000,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN

0,00

131.746.400,00

(131.746.400,00)
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Realisasi s.d 31/12/2019
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2, Pendapatan Transfer 58.709.245,00 58.722.245,00 13.000,00
422 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 58.709.245,00 58.722.245,00 13.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 58.709.245,00 58.722.245,00 13.000,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 54.705.209.,00 §3.385.000,00 1.320.209,00
01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasiol 16.500.000,00 15.450.000,00 1.050.000,00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 16.500.000,00 15.450.000,00 1.050.000,00
5.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 15.450.000,00 1.050.000,00
5.1.4. Tunjangan BPD 16.500.000,00 15.450.000,00 1.050.000,00
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 16.500.000,00 15.450.000,00 1.050.000,00
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 31.655.209,00 31.385.000,00 270.209.00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah 31.655.209,00 31.385.000,00 270.209,00
Bl Belanja Barang dan Jasa 31.655.209,00 31.385.000,00 270.209,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 31.655.209,00 31.385.000,00 270.209,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 31.655.209,00 31.385.000,00 270.209,00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 0,00 0,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 0,00 0,00 0,00
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/R} 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00
5 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00
01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset D 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
522 Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
01.05 Sub Bidang Pertanahan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.2.2: Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA NGAMPEL WETAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2019
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISAS| | LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 773.467.000,00 773.467.000,00 0,00
421 Dana Desa 773.467.000,00 773.467.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 773.467.000,00 773.467.000,00 0,00
5. BELANJA
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 828.244.900,00 698.946.000,00| 129.298.900,00
02.01 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF 0,00 0,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 0,00 0,00
02.02 Sub Bidang Kesehatan 6.175.000,00 6.050.000,00 125.000,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik De: 6.175.000,00 6.050.000,00 125.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.175.000,00 6.050.000,00 125.000,00
3.2, Belanja Barang Perlengkapan 6.175.000,00 6.050.000,00 125.000,00
52110 Belanja Bahan Obat-obatan 3.650.000,00 3.550.000,00 100.000,00
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.525.000,00 2.500.000,00 25.000,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, 0,00 0,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0.00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 0,00 0,00
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 475.215.000,00 363.842.000,00 111.373.000,00
02.03.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 43.200.000,00 42.400.000,00 800.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 42.400.000,00 800.000,00
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 43.200.000,00 42.400.000,00 800.000,00
52299 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 43.200.000,00 42.400.000,00 800.000,00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jala 160.055.000,00 159.755.000,00 300.000,00
5.3. Belanja Modal 160.055.000,00 159.755.000,00 300.000,00
5.3.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 160.055.000,00 159.755.000,00 300.000,00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 19.140.000,00 19.140.000,00 0.00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 140.140.000,00 140.140.000,00 0,00
5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 775.000,00 475.000.00 300.000,00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan 271.960.000,00 161.687.000,00|  110.273.000,00
53 Belanja Modal 271.960.000,00 161.687.000,00 110.273.000,00
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Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APEN) Realisasi s.d 31/12/2019
KODE REK URAIAN AN?g:TAN RE‘A;.;S;ASI LEBII'(II(RI‘:)U'RANG)
1 2 3 4 5
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe 271.960.000,00 161.687.000,00 110.273.000,00
5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi’fEmbung/Drainase/dll - Upah Tenac 71.320.000,00 38.640.000,00 32.680.000,00
5.3.7.03 Belanja Modal Irigasi/fEmbung/Drainase/dll - Bahan Bakt 199.610.000,00 122.347.000,00 77.263.000,00
5.3.7.04 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peral: 1.030.000,00 700.000,00 330.000,00
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 335.499.900,00 317.699.000,00 17.800.900,00
02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bers 109.229.000,00 109.229.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 75.029.000,00 75.029.000,00 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 75.029.000,00 75.029.000,00 0,00
521.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00
5:2.1.07 Belanja Bahan Material 69.980.000,00 69.980.000,00 0.00
5.3. Belanja Modal 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
5.38. Belanja Modal Jaringan/instalasi 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00
5.3.8.04. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
02.04.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air 226.270.900,00 208.470.000,00 17.800.900,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 226.270.900,00 208.470.000,00 17.800.900,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 153.390.900,00 137.130.000,00 16.260.900,00
521.07 Belanja Bahan Material 138.500.000,00 137.130.000,00 1.370.000,00
52199 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 14.890.900,00 0,00 14.890.900,00
522 Belanja Jasa Honorarium 72.880.000,00 71.340.000,00 1.540.000,00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 72.880.000,00 71.340.000,00 1.540.000,00
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 11.355.000,00 11.355.000,00 0,00
02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/instalasi Komunik 11.355.000,00 11.355.000,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00
5:2.2 Belanja Jasa Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00
52205 Belanja Jasa Honorarium Petugas 900.000,00 900.000,00 0,00
5.3. Belanja Modal 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00
53.8.03 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 121.291.100,00 118.843.600,00 2.447.500,00
04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah | 16.843.000.00 15.970.500,00 872.500.00
04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 16.843.000,00 156.970.500,00 872.500,00
52 Belanja Barang dan Jasa 16.843.000,00 15.970.500,00 872.500,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.118.000,00 12.245.500,00 872.500,00
52101 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.350.000,00 500.000,00 850.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 100.000,00 77.500,00 22.500,00
52.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 8.308.000,00 8.308.000,00 0,00
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00
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Sumberdana :

ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.390.000,00 5.374.000,00 16.000,00
524 Belanja Barang Perlengkapan 5.390.000,00 5.374.000,00 16.000,00
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.715.000,00 1.699.000,00 16.000,00
5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 125.000,00 125.000,00 0,00
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9.979.000,00 9.938.700,00 40.300,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
6y Belanja Barang Perlengkapan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
52.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
03.04.03. Pembinaan PKK 8.779.000,00 8.738.700,00 40.300,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 8.779.000,00 8.738.700,00 40.300,00
5.21. Belanja Barang Perlengkapan 6.859.000,00 6.818.700,00 40.300,00
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 399.000,00 358.700,00 40.300,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00
5239, Belanja Bantuan Transportasi 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.820.000,00 2.560.000,00 260.000.00
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2.820.000,00 2.560.000,00 260.000,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 2.820.000,00 2.560.000,00 260.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.560.000,00 260.000,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.820.000,00 2.560.000,00 260.000,00
5.2.3:01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.820.000,00 2.560.000,00 260.000,00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 0,00 0,00 0,00
52 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
523 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 344.000.937,00 340.983.744,00 3.017.193,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.121.937,00) 1.895.256,00 |  (3.017.193,00)

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.121.937,00 1.121.937,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 1.121.937,00 1.121.937,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 1.121.937,00 1.121.937,00 0,00
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Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 3.017.193,00 (3.017.193,00)

KENDAL, 11 Maret 2020

PJ KEPALA DESA

ARIEF SETYAWAN
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Realisasi s.d 31/12/2019

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah
KODE REK URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
02.02 Sub Bidang Kesehatan 4.250.000,00 4.250.000.00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
5.2, Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00
52.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00
5:2:2, Belanja Jasa Honorarium 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 58.955.209,00 57.635.000,00 1.320.209,00
SURPLUS / (DEFISIT) (245.964,00) 1.087.245,00 (1.333.209,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 245.964,00 245.964,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 245.964,00 245.964,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTC 245.964,00 245.964,00 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 1.333.209,00 (1.333.209,00)
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